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Perlu Tiga Parameter Padanan

JAKARTA - Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Si-
pil (Disdukcapil) DKI Jakarta
menetapkan tiga parameter
padanan data sebagai syarat
mendapat Kartu Jakarta Maha-
siswa Unggul (KJMU) agar te-
pat sasaran.

Ketiga padanan itu, yak-
ni datanya masuk  Sistem
Informasi Administrasi Ke-
pendudukan (SIAK) terpusat,
penataan dan penertiban se-
suai domisili, serta pekerja-
an kepala keluarga penerima
KIMU.

“Kemarin kita ada tiga pa-
rameter padanan data. Dari
SIAK terpusat itu ternyata yang

sudah pindah ada sembilan
orang, pindah luar DKI. Lalu,
tiga orang sudah meninggal.
Jadi ada 12 yang bisa dihapus
karena memang datanya su-
dah di luar DKI,” kata Kepala
Disdukeapil DKI Jakarta Budi
Awaluddin saat dikonfirmasi di
Jakarta, Kamis.

Budi menyebut Pemprov
DKI Jakarta juga masih mene-
mukan sejumlah mahasiswa
yang tercatat sebagai penerima
bantuan KJMU. Padahal orang
tuanya merupakan aparatur si-
pil negara (ASN) hingga pega-
wai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

Menurutnya, vyang perlu

KJMU

diverifikasi dan validasi ada-
lah di saat kita mengiris dan
padankan dengan program
penataan serta  penertiban
penduduk. Ada cukup banyak
mereka yang sudah berada di
luar DKL Ada juga yang orang
tuanya berpenghasilan cukup
tinggi, misal ASN, PNS, dosen,
yang perlu dilakukan verifikasi
validasii.

Selain itu, Budi mengatakan
petugas Disdukcapil DKI saat
ini tengah memverifikasi dan
melakukan validasi terhadap 33
dari 627 mahasiswa yang tidak
sesuai kriteria itu. “Bisa dita-
nyakan ke Disdik kenapa. Nah
ini kan perlu diverifikasi dan
validasi. Bisa jadi orangtua me-
reka sudah pensiun. “Para ma-
hasiswa penerima KjMU belum
update ke kita,” ucap Budi.

Pemprov DKI Jakarta mem-
buka posko pelayanan Kar-
tu Jakarta Mahasiswa Unggul
(KIMU) di lima wilayah kota
administrasi dan Kabupaten
Kepulauan Seribu untuk me-
mastikan bantuan pendidikan
itu berjalan baik dan tepat sa-
saran.

“Kami telah menyiapkan
posko pelayanan dan konsulta-
si KIMU di Kantor Suku Dinas
Pendidikan pada lima wilayah
kota dan Kabupaten Kepulau-
an Seribu untuk memudahkan

Data untuk Dapat

masyarakat memperoleh in-
formasi terkait bantuan sosial
bidang pendidikan itu," kata
Pelaksana Tugas (Plt) Kepa-
la Dinas Pendidikan (Disdik)
DKI Jakarta Purwosusilo saat
dikonfirmasi di Jakarta, Selasa
(19/3).

Posko ini dibuka pada
Senin-Jumat pukul 08.00 WIB
hingga pukul 15.00 WIB meng-
ikuti jam kerja kantor. Sebe-
lumnya juga ditemukan ada
yang tidak tepat sasaran ter-
masuk untuk program KJP
Plus. Saat ini Pemprov Jakarta
masih terus menyelidiki untuk
dicari kebenaran dan solusi-
nya. m Ant/G-1



